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Abstract

ABSTRACT The rapid development of Artificial Intelligence (Al) has significantly transformed
various public and private sectors. Despite its efficiency and innovative potential, the use of Al poses
serious risks to the protection of Human Rights, including violations of privacy, discriminatory
algorithmic bias, and threats to freedom of expression and the right to a fair trial. The primary
challenge in international law lies in the borderless nature of Al, while no binding international legal
instrument specifically regulates accountability in its use. This study aims to analyze international
legal standardization in mitigating human rights violations caused by Al systems and to compare Al
regulatory approaches among ASEAN countries. This research employs a normative juridical method
using conceptual, statutory, and comparative approaches. The findings indicate that Al regulation in
the ASEAN region remains fragmented and predominantly relies on soft law mechanisms rather than
binding legal norms. Singapore demonstrates the most systematic Al governance framework, while
Indonesia is still in the process of developing a comprehensive national policy. This study contributes
to international legal discourse by emphasizing the urgency of establishing a binding international
convention on Al and strengthening regional regulatory harmonization to ensure effective human
rights protection.
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I. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/Al) telah membawa perubahan
fundamental dalam tata kelola sosial, ekonomi, dan hukum di tingkat global. Teknologi Al kini
digunakan secara luas dalam pengambilan keputusan publik maupun privat, mulai dari sistem
penegakan hukum, layanan kesehatan, keuangan, hingga pengawasan keamanan nasional. Di satu sisi,
Al menawarkan efisiensi, kecepatan, dan inovasi yang signifikan. Namun di sisi lain, penerapan Al
juga memunculkan risiko serius terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait
hak atas privasi, prinsip non-diskriminasi, kebebasan berekspresi, serta hak atas peradilan yang adil
(United Nations, 1948); (United Nations, 1966).

Karakteristik utama Al yang bersifat otonom, kompleks, dan sering kali beroperasi melalui
mekanisme algoritmik yang tidak transparan (black box) menimbulkan tantangan baru bagi prinsip
akuntabilitas dalam hukum. Ketika keputusan yang berdampak pada hak individu dihasilkan oleh
sistem Al, penelusuran tanggung jawab hukum menjadi semakin sulit, khususnya dalam konteks
lintas yurisdiksi (Yeung, 2018). Tantangan ini semakin kompleks mengingat perkembangan Al tidak
dibatasi oleh wilayah negara, sementara rezim hukum internasional masih bertumpu pada norma-
norma klasik yang dirancang untuk mengatur tindakan negara secara teritorial.

Hingga saat ini, belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara khusus dan
mengikat mengatur penggunaan Al serta mekanisme pertanggungjawaban atas dampaknya terhadap
HAM. Meskipun berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
UNESCO, telah mengeluarkan panduan etika dan rekomendasi terkait Al, instrumen tersebut pada
umumnya bersifat soft law dan tidak memiliki daya paksa (UNESCO, 2021). Di tingkat regional, Uni
Eropa menjadi pelopor dengan mengadopsi EU Artificial Intelligence Act yang mengusung
pendekatan berbasis risiko. Namun, keberlakuannya terbatas secara geografis dan belum mampu
menjawab kebutuhan standardisasi global.

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN menunjukkan dinamika regulasi Al
yang beragam dan belum terharmonisasi. Sebagian negara mengedepankan pendekatan etika dan
kebijakan sukarela, sementara negara lain masih menempatkan Al dalam kerangka regulasi umum
seperti perlindungan data atau keamanan siber. Kondisi ini berpotensi menciptakan fragmentasi
regulasi serta celah akuntabilitas yang dapat melemahkan perlindungan HAM di kawasan regional
yang sedang mengalami percepatan transformasi digital (ASEAN, 2024).

Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan Al dalam perspektif etika
teknologi atau kebijakan nasional secara parsial, artikel ini menawarkan kebaruan melalui analisis
hukum internasional yang berfokus pada akuntabilitas lintas batas (transnational accountability) atas
penggunaan Al. Penelitian ini tidak hanya mengkaji risiko Al terhadap HAM secara normatif, tetapi
juga menguji ketidaksiapan rezim hukum internasional dan regional ASEAN dalam menyediakan
standar hukum yang mengikat bagi negara maupun aktor non-negara, khususnya korporasi teknologi
global (Cath, 2018). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus
hukum internasional mengenai perlindungan HAM di era kecerdasan artifisial.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa perkembangan kecerdasan artifisial belum
diimbangi dengan standar hukum internasional yang memadai untuk menjamin perlindungan Hak
Asasi Manusia, khususnya dalam konteks penggunaan Al yang bersifat lintas batas dan melibatkan
aktor negara maupun non-negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait akuntabilitas dan
fragmentasi regulasi, yang perlu dikaji secara sistematis dalam perspektif hukum internasional dan
regional ASEAN. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan
hukum mengenai akuntabilitas dan standardisasi regulasi kecerdasan artifisial dalam perlindungan
Hak Asasi Manusia.

II. METODE PENELITIAN
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang
berlaku, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, yang berkaitan dengan pengaturan
dan implikasi penggunaan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/Al) terhadap perlindungan Hak
Asasi Manusia (HAM) (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini digunakan karena permasalahan
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yang dikaji bersifat normatif, yaitu berkaitan dengan kekosongan hukum, fragmentasi regulasi, serta
kebutuhan standardisasi hukum dalam merespons perkembangan teknologi Al yang bersifat lintas
batas (Marzuki, 2017).
A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis
perkembangan regulasi Al dan kerangka perlindungan HAM dalam hukum internasional serta
menganalisis secara kritis kecukupan norma hukum yang ada dalam menjamin akuntabilitas
penggunaan Al (Ibrahim, 2006). Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang
berlaku, tetapi juga menilai implikasi normatifnya terhadap perlindungan HAM di tingkat global dan
regional ASEAN (Soemitro, 1990).

B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan prinsip hukum yang
relevan dengan penggunaan Al, seperti prinsip akuntabilitas (accountability), transparansi
(transparency), keadilan (fairness), serta perlindungan martabat manusia sebagai nilai
fundamental HAM internasional. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis
dalam menilai kesesuaian antara perkembangan teknologi Al dan nilai-nilai HAM (Cath, 2018).

2. PendekatanPerundang-undangan(StatutoryApproach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum
yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan pengaturan Al, baik pada tingkat internasional
maupun nasional. Instrumen yang dianalisis meliputi Universal Declaration of Human Rights,
International Covenant on Civil and Political Rights, rekomendasi UNESCO mengenai etika Al,
serta EU Artificial Intelligence Act sebagai model regulasi berbasis risiko (Floridi et al., 2018).
Pada tingkat nasional, penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar perlindungan HAM dalam pemanfaatan teknologi
digital di Indonesia (UNESCO, 2021).

3. PendekatanKomparatif(ComparativeApproach)

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan dan regulasi Al di
beberapa negara ASEAN, yaitu Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Perbandingan ini bertujuan
untuk mengidentifikasi perbedaan model tata kelola Al, kecenderungan penggunaan soft law atau
hard law, serta implikasinya terhadap perlindungan HAM dan harmonisasi regulasi di kawasan
ASEAN.

C. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain instrumen HAM
internasional (UDHR dan ICCPR), regulasi Uni Eropa tentang kecerdasan artifisial (EU Artificial
Intelligence Act), serta peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang relevan,
khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Yeung,
2018).

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap
bahan hukum primer, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil
penelitian, serta laporan resmi organisasi internasional yang membahas hubungan antara Al,
HAM, dan hukum internasional (United Nations, 1948); (United Nations, 1966).

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung yang membantu pemahaman konsep dan istilah
hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi (Zuboff, 2019).

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan
menelaah peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta literatur ilmiah yang
relevan (Black’s Law Dictionary, 2019). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan analisis
kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk menjawab
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rumusan masalah penelitian serta merumuskan rekomendasi normatif terkait kebutuhan standardisasi
hukum AI dan perlindungan HAM di tingkat global dan regional ASEAN (Ibrahim, 2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Kecerdasan Artifisial terhadap Standar HAM Internasional

Penerapan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/Al) menimbulkan tantangan
multidimensional terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kerangka hukum internasional,
khususnya hak atas privasi, prinsip non-diskriminasi, dan hak atas peradilan yang adil. Pemrosesan
data pribadi secara masif melalui teknologi pengenalan wajah dan analisis big data memungkinkan
praktik pengawasan berkelanjutan yang berpotensi melanggar hak atas privasi sebagaimana dijamin
dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political
Rights (United Nations, 1948); (United Nations, 1966). Selain itu, algoritma Al yang dilatih
menggunakan data historis yang bias cenderung mereproduksi diskriminasi struktural terhadap
kelompok tertentu, sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai
pilar utama HAM internasiona (Cath, 2018)l. Tantangan ini semakin kompleks ketika sistem Al
digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang peradilan pidana, karena sifat algoritma yang
tidak transparan menyulitkan penelusuran pertanggungjawaban hukum atas keputusan otomatis yang
dihasilkan. Pada tingkat global, respons terhadap risiko tersebut masih didominasi oleh pendekatan
soft law yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga menciptakan kekosongan normatif
(normative vacuum) dalam perlindungan HAM serta memperlemah mekanisme akuntabilitas terhadap
aktor negara maupun korporasi teknologi lintas batas (UNESCO, 2021).

B. Standardisasi Global dan EU AI Act sebagai Referensi Internasional

EU Artificial Intelligence Act memperkenalkan pendekatan berbasis risiko dengan
mengklasifikasikan sistem Al berdasarkan tingkat ancamannya terhadap HAM. Regulasi ini melarang
praktik Al tertentu, seperti social scoring, serta mewajibkan transparansi dan audit bagi sistem Al
berisiko tinggi (European Union, 2024). Pendekatan ini menunjukkan upaya konkret untuk
mengintegrasikan prinsip Auman rights-by-design ke dalam regulasi teknologi.

Namun demikian, sifat regional EU Artificial Intelligence Act menimbulkan keterbatasan dalam
konteks hukum internasional. Tanpa adopsi global, regulasi ini berpotensi mendorong praktik
regulatory arbitrage, di mana perusahaan teknologi memilih yurisdiksi dengan standar perlindungan
HAM yang lebih lemah (Cath, 2018).

C. Dinamika Regulasi Al di ASEAN: Studi Komparatif

Di kawasan ASEAN, pendekatan regulasi Al masih didominasi oleh soft law. Singapura
mengembangkan Model Artificial Intelligence Governance Framework yang menekankan
transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, meskipun bersifat sukarela. Pendekatan ini
mencerminkan orientasi pro-bisnis yang berusaha menjaga iklim inovasi teknologi.

Indonesia di sisi lain masih mengandalkan regulasi umum seperti Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi sebagai fondasi perlindungan HAM dalam konteks AI (UU, 2022).
Meskipun terdapat Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, belum ada regulasi khusus yang secara
tegas mengatur tanggung jawab hukum atas dampak Al terhadap HAM. Vietnam, sementara itu,
menempatkan Al dalam strategi transformasi digital nasional dengan fokus pada kerangka keamanan
siber dan stabilitas nasional, namun pendekatan ini yang menimbulkan kekhawatiran terkait
pembatasan kebebasan berekspresi (ASEAN, 2024).

Secara regional, ASEAN Guide on Al Governance and Ethics menunjukkan komitmen awal
terhadap harmonisasi kebijakan, namun tidak menciptakan kewajiban hukum yang mengikat bagi
negara anggota.

D. Standardisasi Global dan Pendekatan Berbasis Risiko dalam EU Artificial Intelligence Act
EU Artificial Intelligence Act memperkenalkan pendekatan regulasi berbasis risiko (risk-based

approach) sebagai upaya sistematis untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari dampak negatif

penggunaan Al. Pendekatan ini mengklasifikasikan sistem Al ke dalam beberapa kategori
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berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkannya terhadap keselamatan, hak fundamental, dan
kepentingan publik.

Kategori pertama adalah unacceptable risk, yaitu praktik Al yang dianggap secara inheren
bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dan perlindungan HAM. Dalam kategori ini termasuk
praktik social scoring oleh negara dan penggunaan Al yang memanipulasi perilaku manusia secara
eksploitatif. Praktik-praktik tersebut dilarang secara tegas karena berpotensi merusak martabat
manusia, prinsip kesetaraan, serta kebebasan individu.

Kategori kedua adalah high-risk Al systems, yaitu sistem Al yang digunakan dalam sektor-
sektor strategis seperti penegakan hukum, peradilan, migrasi, kesehatan, dan pendidikan. Sistem Al
dalam kategori ini diperbolehkan, namun dikenakan kewajiban ketat berupa transparansi algoritma,
pengawasan manusia (human oversight), manajemen risiko, serta mekanisme audit dan akuntabilitas.
Pendekatan ini menunjukkan upaya konkret untuk mengintegrasikan prinsip human rights by design
ke dalam pengembangan dan penerapan Al (Floridi et al., 2018).

Kategori ketiga adalah limited risk, yang mencakup sistem Al yang memiliki potensi risiko
lebih rendah terhadap HAM, seperti chatbot atau sistem rekomendasi. Untuk kategori ini, kewajiban
utama adalah transparansi, khususnya kewajiban memberi tahu pengguna bahwa mereka sedang
berinteraksi dengan sistem Al.

Pendekatan berbasis risiko dalam EU Artificial Intelligence Act memberikan kerangka normatif
yang relatif komprehensif dalam mengaitkan regulasi teknologi dengan perlindungan HAM. Namun,
sifatnya yang regional menimbulkan keterbatasan dalam konteks hukum internasional. Tanpa adopsi
global atau harmonisasi lintas kawasan, regulasi ini berpotensi mendorong praktik regulatory
arbitrage, di mana pengembang Al memilih yurisdiksi dengan standar perlindungan HAM yang lebih
longgar (Zuboff, 2019). Oleh karena itu, EU Artificial Intelligence Act lebih tepat diposisikan sebagai
model referensi global daripada solusi final dalam perlindungan HAM berbasis hukum internasional.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan artifisial telah menghadirkan tantangan baru yang signifikan bagi
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kerangka hukum internasional. Risiko pelanggaran hak atas
privasi, diskriminasi algoritmik, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis
Al menunjukkan bahwa norma HAM internasional yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap
karakter teknologi digital yang bersifat otonom dan lintas batas.

Kajian komparatif terhadap regulasi Al di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa pendekatan
yang digunakan masih bersifat fragmentaris dan didominasi oleh soft law. Singapura menampilkan
kerangka tata kelola Al yang relatif sistematis dan pro-inovasi, sementara Indonesia masih berada
pada tahap awal pembentukan regulasi khusus yang mengatur akuntabilitas Al terhadap HAM.
Kondisi ini menciptakan celah akuntabilitas dan berpotensi melemahkan perlindungan HAM di
tengah percepatan transformasi digital regional.

Dengan menjadikan EU Artificial Intelligence Act sebagai tolok ukur global, penelitian ini
menegaskan bahwa perlindungan HAM di era Al menuntut pergeseran paradigma hukum
internasional dari pendekatan sukarela menuju rezim kewajiban yang mengikat dan dapat ditegakkan.
Tanpa standardisasi global dan harmonisasi regional, perkembangan Al berisiko memperluas
ketimpangan perlindungan HAM antarnegara.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan instrumen hukum internasional yang
mengikat dalam bentuk konvensi internasional tentang kecerdasan artifisial dan perlindungan HAM.
Di tingkat regional, ASEAN perlu mengembangkan protokol khusus yang mengintegrasikan prinsip
HAM ke dalam tata kelola Al secara harmonis dan konsisten. Selain itu, negara-negara anggota perlu
mewajibkan pelaksanaan Human Rights Impact Assessment bagi sistem Al berisiko tinggi serta
memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk menjamin bahwa inovasi teknologi tetap sejalan
dengan perlindungan martabat manusia (OHCHR, 2011).
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